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PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA

NOMOR   7  TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA  BIMA,

Menimbang 
: a. bahwa sesuai dengan pasal 11 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sektor Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu bidang kewenangan yang wajib dilaksanakan / diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten / Kota ;

b bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Dunia usaha serta  minat berusaha di Daerah, khususnya yang bergerak pada sektor perdagangan, diperlukan adanya aturan mengenai Izin Usaha Perdagangan sebagai dasar hukum dalam menjalankan usaha ;

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka  perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

Mengingat 
:  1.  
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. 
Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214 );

3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor       );

4. Undang - undang  Nomor 25 Tahun 1992 tentang  Perkoperasian       ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502 );

5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang  Perseroan Terbatas   ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 ); 

6. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil              ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611 ) ;

7. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658 ) Sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 , Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048 );

8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720 ) ;

9. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

10. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah  ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

11. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme   ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 

12. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Pronpinsi Nusa Tenggara Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26);

13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 57 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratauran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805 );

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara                                 Nomor 3806 );

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom          (  Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Ngara Nomor 3952);

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi     Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692  );

20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ).  

21. Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bima ( Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6 )  

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan 
:  PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Bima ;

b. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Kepala Daerah adalah Walikota Bima;

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;

f. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi; 

g. Perusahaan adalah setiap  bentuk usaha yang menjalankan setiap  usahanya yang bersifat tetap, terus menerus dan  didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Bima dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;  

h. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan  ;

i. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima;

j. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang memperoleh Izin Usaha Perdagangan sesuai dengan Kewenangan yang diberikan Kepala Daerah;

k. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau Bagian  dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan diluar wilayah Kota Bima dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagaian tugas dari Perusahaan induknya;

l. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;

m. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah Perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian Kantor pusat;

n. Haki adalah Hak atas Kekayaan Intelektual;

o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima.

                                            B A B  II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal  2

(1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh surat izin usaha perdagangan 

(2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. SIUP Kecil

b. SIUP Menengah

c. SIUP Besar

Pasal 3

(1) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih ( netto ) seluruhnya sampai dengan        Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

(2) Surat  Izin usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas   Rp. 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah ) sampai dengan   Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(3) Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 2 ) huruf c Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih ( Netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Pasal 4

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih ( netto ) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan akta Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP  sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini. 

Pasal 5

Setiap Perusahaan yang memperoleh Surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud  pasal 2 Peraturan Daerah  ini dikenakan pungutan retribusi.

Pasal 6

(1) Kewenangan yang menyeluruh SIUP berada pada walikota atau Pejabat yang ditunjuk ; 

(2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. 

Pasal 7

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan dalam ( Domisili ) Perusahaan.

BAB III

MASA BERLAKUNYA SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN 

Pasal 8

SIUP berlaku sepanjang yang bersangkuntan menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan setiap 2  ( dua )  Tahun sekali dilakukan daftar ulang ( her registerasi ) pada  Dinas Koperindag Kota Bima.

BAB IV

PENGECUALIAN

Pasal 9

(1) Perusahaan dapat dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP;

(2) Perusahaan yang dapat dibebaskan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :

a. Cabang / Perwakilan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat ;

b. Perusahaan kecil Perorangan dimaksud  memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1.  Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan; 

2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan     mempekerjakan anggota keluarga / kerabat terdekat;

3. Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, apat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan;

c.   Pedagang keliling kaki lima dan pedagang bakulan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan Perusahaan sesuai ketentuan  dalam Undang – undang  Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 11

(1) Perusahaan  yang telah memperoleh SIUP Kecil, wajib menyampaikan laporan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) Tahun sekali,  selambat – lambatnya tanggal 31 Januari Tahun berikutnya ;

(2) Perusahaan  yang telah memperoleh SIUP menengah, wajib menyampaikan laporan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali setahun ;

(3)
Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang bermodal dan kekayaan bersih ( netto) dibawah Rp 20.000.000 ( Dua puluh juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan ;

(4)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan   dengan jadwal :

a. Semester pertama selambat – lambatnya setiap tanggal 31 juli.

b. Semester kedua selambat – lambatnya setiap tanggal 31 Januari Tahun  berikutnya.

Pasal 12

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP , wajib memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu – waktu oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut Retribusi terhadap setiap yang memperoleh ijin usaha perdagangan dari Walikota ;

(2) Obyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan / laba ;

(3) Ketentuan sebagaimana  dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak berlaku  bagi Perusahaan Kecil Perorangan  sebagaimana yang disebutkan pasal 9 ayat (1) huruf b  Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang akan               mendirikan / membuat, mengubah, mengganti dan mendaftar ulang Surat Ijin usaha Perdagangan;

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan wajib retribusi. 

BAB VII

TARIF RETRIBUSI

pasal 15

(1) Besarnya tarif retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan disesuaikan dengan klasifikasi usaha  yaitu:

a. Tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dengan klasifikasi Usaha Kecil ( SIUP Keci l)  sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).

b. Tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dengan klasifikasi Usaha Menengah    ( SIUP Menengah )  sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).

c. Tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dengan klasifikasi Usaha Besar           ( SIUP Besar ) sebesar RP. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ).

(2) Setiap Perusahaan yang akan melakukan Perubahan, mengganti atau daftar ulang Surat Izin Usaha Perdagangan dikenakan biaya sebesar 50 % dari ayat (1) pasal ini, dan berlaku bagi seluruh klasifikasi  usaha baik kecil, menengah maupun besar. 

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; 

(3) Tata cara pembayaran dan penyetoran Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. 

Pasal 17

(1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah  ini, diberikan tanda bukti Pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan; 

(2) Bentuk, isi,  ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

(1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan dari wajib Retribusi;

(2) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan walikota.

Pasal 19

(1) Pemungutan retribusi SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal 15 Peratauran Daerah  ini merupakan penerimaan pendapatan asli Daerah yang harus disetor ke kas Daerah  sesuai ketentuan yang berlaku; 

(2) Kepada Instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5 % dari jumlah penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana  dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. memeriksa buku – buku, catatan –catatan dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. meminta keterangan dan menyita barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksut huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

i. memanggil orang untuk diambil keteranganya dan diperiksa tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang reribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981tentang  Hukum Acara Pidana. 

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

(1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila:

a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha,kegiatan usaha dan jenis barang / jasa perdagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh.

b. Belum mendaftarkan Perusahaan dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah  ini.

c. Adanya laporan / pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta , Paten atau Merek.

d. Adanya laporan / pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini, diberikan sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali berturut -turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Walikota atau Kepala Dinas Koperindag.

Pasal 22

(1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :

a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini.  

b. Melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa / penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha dan jenis barang atau jasa perdagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh.

c. Sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan pidana lainnya.

(2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan;

(3) Jangka waktu pembekukan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarnya penetapan pembekukan SIUP;

(4) Jangka waktu pembekukan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, berlaku sampai  dengan adanya keputusan Badan Peradilan yang telah memiliki  kekuatan  hukum tetap;

(5) Pembekuan SIUP  dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas Koperindag ;

(6) SIUP  yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan:

a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai keputusan Badan Peradilan yang telah memiliki  kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

(1) SIUP dapat dicabut apabila:

a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu dari Perusahaan yang bersangkutan.

b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah  ini.

c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman Pelanggaran HAKI dan atau Pidana Badan Peradilan yang telah memiliki kekuatan  hukum tetap.

d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

(2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas Koperindag.

Pasal 24

(1) Terhadap pencabutan SIUP yang bersangkutan selambat – lambatnya 30 ( tiga   puluh ) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan SIUP dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Dinas Koperindag;

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan      alasan   – alasan. 

BAB XI

SANKSI PIDANA 

pasal 25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan Keuangan Daerah  diancam dengan pidana kurungan paling lama  6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah );

(2) Tindak Pidana sebagaimana  dimaksud ayat (1) pasal ini, disebut pelanggaran. 

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Tanggungjawab teknis operasional pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah  ini, berada pada Kepala Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan;

(2) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  bertanggungjawab secara administrasi atas pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Perusahaan yang melakukan usaha Perdagangan kekhususan atau profesi perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol, pasar modern dan perizinan diatur tersendiri ;

(2) Larangan penjualan minuman beralkohol diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan  yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal – hal yang belum diatur dalam  Peraturan Daerah ini,  mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota  Bima.

Ditetapkan di Raba – Bima

Pada tanggal  7 Juli      2004

                   WALIKOTA,

                           ttd

              M NUR  A. LATIF

Diundangkan di Raba – Bima

Pada tanggal                    2004

         SEKRETARIS DAERAH

               H. USMAN .AK

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2004

NOMOR                     SERI 
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